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BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENOAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAL,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10
Awval (4], Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayar (6), Pasal 14 (&), Pasal 16
avat (3), Pasal 17 Ayat (4), Pasal I8 ayat (3}, Pasal 19 ayat (6], Pasal
20 ayat (2), Pasal 22 ayat 6 dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk memberikan Kepastian
Hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pnjak periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

1

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tenteng Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat I di Sulawesi [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tabhun 2007 tentang
Perubahan Ketign Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
Urndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 +ontang hcuangan
Neparn (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 20443
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286],

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia
Numor 43535); cne ay
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tehiapg Pemerksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangar Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nofnor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44001



Menetapkan
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Undang-Undeng Nomor 23 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapu kali
terahir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Replublik
Indonesia Nomor 50449);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  448B)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenintah Nomor
32 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah
Momor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor B3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4652);

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara
Pembenan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 1149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161},

Peraturan Pemenntah Nomor 91 Tahun 2010 wntang Jems
Pajak Daerah yvang Dipungut Berdesarkan Penetapan Kepala
Duerah atau Dibayar Sendin oleh Wanb Pajak (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tapbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Keuangan No. 148/MK.07/2010 tentang
Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan:

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008
tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daecah Kabupaten Banggai Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Nomor 106);
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PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAY BANGUNAN PERDESAAN DAN
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Pasal |

am Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;
Daerah adalah Kabupaten Banggai.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai dan perangkat Daerah Kabupaten
Banggai scbagui unsur penyelenggnraan pemerintahan Kabupaten Banggai.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai.

Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai adalah unsur Pelaksana Pemerintah
Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang teknis pengelolaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Dacrah yang terutang oleh orang pribadi atau hadan vang -ersipat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Dacrah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
bailkk yvang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah [BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yavasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atou organisasi lainnva, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribaci atau Badarn vang secara
nyata mempunyal suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dar/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Wayibh Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Penanggung Pajak adalah Orang pribadi atau Badan vang bertanggung jawab
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan Perundang-undangan perpajakan
Daerah, .

Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai,

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPFWPD adalah
nomor vang diberikan  kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau dentitas Waph Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan,

-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, vang selanjutnya

disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau , bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang .pribEli atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan wudaha  perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan. ., 0t

] ]

-Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi ‘anah dan perairan pedalaman

serta laut wilavah Kebupaten Banggai.
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Bangunan adalah konstruksi teknik vang ditanam atau dileckatkan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan /atau laut;

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
ratayang diperoleh dari transaksi jual bell yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP Aditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau rilai perolehan baru,
atau NJOP pengpant,

Nilai Jual Objek Pajak tidak kena Pajak vang selanjutnya :;!ising]-cat NIDPTKP,
adalah batas NJOP atas bumi dan/ atau bangunan vang tidak kena Pajak,

Surat Pemberitaliuan Objek Pajak, yang sclanjutnva disingkat SPOP, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan
objek Pajak Bumi dun Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahiuan Pajak Terutang, vang selanjunya disingkat SPPT, adalah
surat vang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan vang terutang kepada Wajib Pajak.

Sural Tanda Terima Setoran yang sclanjuinya disingkat 3TTS adalah buku
pembavaran atau penvetoran Pajak Bumi dan Bangunan, dan di vahdasi oleh
Bank yvang ditunjuk.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yvang sclanjutnya disingkat SKPD, adalah surat

ketetapan pajak  vang menentukan besarnva jumlah pokok pajak vang
terutang,

Surat Setoran Pajak Daerah vang selanmjutnya disingkat SSPD adalah buku
pemhbavaran atau penvetoran pajak vang teleh dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalus
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

.Burat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yvang sclanjutnya disingkat

SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak vang menentukan jumlah besarnya
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
Jpajak, besarnys sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibavar.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, vang selanjutnya

disingkat SKPDKET, adalah surat keputusan vang menentukan tambahan atas
jumlal pajak vang telah ditetapkan.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat kepuiusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuarn terteniu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
vang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah.Kurang
Bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah  Lebih  Bavar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat  Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Pemberitabuan Pajak Terutane, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, Surat Hetetapan Pajak Dacrah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bavar, atau terhadap pemotcngan atau prmun;.;umn oleh pihak
ketiga yvang diajukan oleh Wajib Pajak.

. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak nt,ﬁ banding terhadap

Surat Keputusan Keberatan vang diajukan oleh Wajib P“‘I_]Eli‘:

Banding adalah upaya hulkum yang dapat dilakukan n:-I:n&1 Wanb Pajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yvang dapat’ diajukan banding
berdasarkan peraturan perundang-undangan porpajakan yvang berlaku,



8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, don/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
kerdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

3. Pcnyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah seranghkaian
tundakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

0. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkurgan Pemerintah
Dacrah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penvidikan tindak
pidana dibidang pepajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan
penvanderaan.

2. Burat Paksa adalah Surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan
Pajak.

3. Penagihan seketka dan’ sekaligus adalah lindakan penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada wajib pajak temapa menunggu jatuh
tempoe pembayaran vang meliput selurubh utang pajak dari semua jenis Pajak,
Masa pajak Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

BAB 11
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

engan nama PMajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
tlanjutnva disingkat PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasasn,
an/atau pemanfasran Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 3
J Objek PBB-P2 yvang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
| pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
| perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bumi adalah permukasn bum . wilayah Kabupaten
. Banggai yang meliputi tanah dan perairan pedalaman  serta laut.

r Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah -

a. Jalan lingkungan vang terletak dalam satu kompleks bangunan sepert:
! hotel, pabnk dan emplasemennya, vang merupakan suatu kesatuan dengan
; kompleks bangunan tersebut;
| Jalan Tol;
Kolam berending;
Pagar mewah;
Tempat alah raga; -
Galangan kapal, dermaga; e
Taman mewah: .
Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa m'f!‘:i]r'a.rl-':.' dan
Menara

mFmmsang
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Objek Pajak yvang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek vang:

a. Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudavaan nasional, yvang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

¢, Digunakan untuk kuburan, perunggalan purbakala, atau yang sejenis
dengan itu;

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, tarnan nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

e, Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik; dan

. Digunakan oleh badan atau  perwakilan lembaga internasional yang
ditctapkan dengan Peraturan Menten Keuangar.

Pasal 4

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyats mempunyai
suatu hak atas Bumi dan/atau memperolech manfaat as Bumi, dan/atau
memiliki, menguasal, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan vang secara nyata mempunyai
suatil hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahu Wajib Pajaknva, Bupati dapat
menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.

Subjek pajak vang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada avat [3) dapat
memberikan  keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa vang
bersangkutan bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.

Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat | 4) disetuju, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada avat (3} dalam jangka waktu 1 [ satu ] bulan aejak
diterimanya surat keterangan, .

Bila keterangnan vang diajukan itu tdak disetujui, maka Bupati mengeluarkan
keputusan penolakan dengan disertail alasan -alasannva

Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya
keterangan sebagnimana dimaksud pada avat (4), Bupati tidak memberikan

- keputusan, maka keterangan yang diajukan 1tu dianggap disetujw dan Bupat

segera membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada avat [3).

BAB Il

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

Pasal 5 il

. Ilr_

1) Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek Pajak dane subjek Pajak

dilakulkan dengan Sistem Informasi Manajemen PBB P2 yﬁi!u "distem aplikasi
mengelolah data PBB-P2.
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Pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Informasi Manajemen PBB,
dilakukan melalu kematan:

f. pendaftaran objek Pajak dan subjek Pajak;
b. pendataan objck Pajak dan subjek Pajak, dan
¢. penilaian objck Pajak.

Pasal b

Pendaitaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 awat (2]
huruf o dilakukan oleh subjek Pajak dengun cara mengisi (SPOP).

SPOP diist dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan
disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah sclambat-lambatnya 30 (tiga
puluh] hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau
kuasanya.

Formulir SPOP dapat diperoleh dengan cuma-cuma pada Dinas Pendapatan
dengan bentuk/format scbagaiaman tercantum dalam Lampiran | peraturan
in.

Pasal 7

Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 awat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan
menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.

Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagmmana dimaksud pada ayal (1}
dilakukan dengan cara:

penvampaian dan pemantauan pengembalian SPOF
identifikasi objek Pajak;

verifikasi data objek Pajak; dan

pengukuran bidang objek Pajak.

apep

Pasal 8

Penilaian obijek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) h_u_ml' o
dilakukan oleh Dinas Pendapatan secara massal maupun sccara individual
dengan menggunakan pendekatan penilaian scbagai berikut:

a. menetapkan nilal pasar wajar,
b. biaya kapitalisnsi pendapatan; dan
c. nilan perolehan bara.

Penilaian objek pajak secara massal scbagamana dimaksud pada ayat .l'“
vaitu penilaian objek pajak yang dilakukan terhadap beberapa Objek
Pajak.

Penilaian objek prjak secara individual sebagaimana dimaksud r:ladﬂ ayat (1)
yaitu penilaian objek pajak yang dilakukan terhadap satu Objek Pajak.

Penilaian objek pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayal 1”-1
menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya dun kapitalisasi
pendapatan. Ty

Hasil penelitan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ;T:;mq 4] digunakan
sebagai dasar peneniuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

e



Pasal 9

meliharaan basis data Sistem Informasi Manajemen PBB dilakukan dengan cara:

Pasil, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data vang dilakukan oleh petugas
Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai berdasarkan laporan yang diterima
dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya; dan

Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan  Kabupaten Banggai dengan cara mencocokkan dan
menyesuaikan data objek Pajak dan subjek Pajak vang ada dengan keadaan
sebenarnva di lapangan atau mencocokkan dan  menvesuaikan  NJOP
dengan rata-rats mlm pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannva
sesual dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 10

tap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendalaran, pendataan, dan
nilmian objek Pajak dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau
meliharaan basis data  Sistem Informasi Manajemen PBB-P2  wajib
srahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib
jak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.

Pasal 11

' Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek Pajak
dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan
basis data Sistem Informasi Manajemen PBB-P2, Dinas Pendapatan dapat
bekerjasama dengan Kantor Pertanahan dan/atau instansi lain vang terkait.

| Pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat  dilakukan oleh pihak ketiga vang memenuhi persyaratan teknis
berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD

Pagal 12 .

) Formulir 3PPT beris: informasi sebaga: berikur
- a. Halaman depan:

1} Lambang Dacrah Kabupaten Bangga: dan Kop Dinas Pendapatan |
2) Informasi berupa tulisan “SPPT PBB Hanva Untuk Kepentingan Paja
Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak™; '

3 Kode Akun:

1 4] Tahun Pajak dan jenis sektor pajak;

| 5) Nomor Objek Pajak (NOP);
6) Letak Objek Pajak;
7] Nama dan alamat Wajib Pajak;
8] Nomor Pokok Wajib Pajak;
9) Objek Pajak.
10) Luas Bumi dan/atau Bangunan;
11) Kelas Bumi dan/atau Bangunan; LI,
12) Nilai Jua! Objek Pajak (NJOP); e
13) Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan. '
14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB; '
15) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP); *
16) NJUP untuk penghitungan PBB;



I 7) Nilan Jual Kena Pajak (NJKP);
18} PEB yvang terutang,

19) PBRB yang harus dibayar;

20) Tanggal jatuh tempo; dan

21) Tempat Pembayaran,

b. Halaman belakang
1} Nama petugas penyampai SPPT;
2] Tanggal Penvampaian;
3l Tanda tangan petugas; dan
4) Informasi lainnva,

SPPT scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mengpunakan formulir kertas
khusus:

Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dengan bentuk/format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan ini

Pasal 13

Penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan:

a. tanda tangan basnh untuk Ketetapan Buku V;
b. cap tanda tangan untuk Ketetapan Buku III dan IV; dan
c. cetakan tanda tangan untuk Ketetapan Buku | dan il

SPPT dapat diterbitkan melalui:

‘a. pencetakan massal, atau
'b. pencetakan dalam rangka:
1] pembuatan salinan SPPT;
| 2] penerbitan SPFT  sebagai tindak lanjut  suaiu  keputusan tentung
' keputusan keheratan, keputusan pengurangan ketetapan dan keputusan
|! pembetulan
J) selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ke | dan angka
ke 1, SPPT dipergunakan sebagai tindak lanjut pendaftaran objek Pajak
haru dan mutasi objek Pajak dan/atau subjek Pajak

Pasal |4

pat atau Pejabat vang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD  dalam hal

. SPOFP tidak disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puuh) hari kerja
setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah Wajib Pajak ditcgur secara
tertulis; dan

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternvata jumlah Pajak
yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak vang dihitung berdasarkan SPOP
vang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) schbagaimana tercantum
dalam Lampiran 1il Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dinas Pendapatan menyerahkan SPPT Tahun berkenaan kepada Waiib
PBB-P2 kepada Lurah dan Kepala Desa melalui Camaf-Gang dituangkan
m berita acara pencrimaan SPPT. .
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Pasal 16

Sehagnih bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT., maka struk SPPT
harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnyva dengan mencantumkan
secara jelas nama dan tangegal diterimanya SPPT dimaksud.

Struk SPPT sebapaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah
SPPT, selanjutnya disampaikan kepada Petugas UPT., .

Petugas UPT menghimpun struk SPPT yang diterima dari Wajib Pajak,
kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penvampaian SPPT.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 17

Pembayaran Pajaik dilakukan pada Bank vang ditunjuk oleh Pemerintah
Daerah, memindahbukukan hasil peherimaan PBB-PL dan menyvampaikan hasil
penerimaan PRB-P2 ke Kas Umum Daerah.

Petugas Pemungut, kolektor adalah Petugas vang ditunjuk untuk melakukan
pemungutan PBB-P2 dan menyetor ketempat pembayaran,

Pasal 18

Pembayvaran Pajak vang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau
dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabile telah dibukukan
pada kas Umum Daerah.

Wajh Pajak wvang relah melakukan pembayvaran Pajpknva melalos Bank
diberikan STTS sebagai tanda bukt pembayaran Pajak,

Bentuk dan isi formulir STTS sebagni tanda bukti pembavaran Pajak
Bumi dan Bangunan scbagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
Bupat: ini.

Bentuk dan is formubr 3TTS yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk
sebapai tempat pembayaran Pajak dipersamakan dengan SSPD scbhagaimani
dimaksud pada avat (3]

BAB VI

L]

ANGSURAN DAN TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

Pembavaran Pajak dhilakukan sekaligus atau lunas. ;
Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak vang terutang paling lama
tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 20

Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Sura: Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, wvang
menyebabkan jumlah Pajak vang harus dibayar berubah, harus dilunasi dalam
jangka waktu 30 {tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertiis kepada Bupati
melalui Kepala [hinas Pendapatan untuk mengangsur.’ irta_l_.: menunda
pembavaran Pajak vang masih harus dibayar sebagaimana dﬁhajfg.ud pada ayat
(1) yang selanjutnya disebut utang Pajak, dalam hal Wujib’fa;ﬂk mengalami
kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga
Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

10



Dalam hal Wajb Pajak disetujui  untuk MeNngangsur atau menunda
pembavaran sebagsamana dimaksud pada avat (2) kecual STPD, Wajib Pajak
dikenni sanksi administratil berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran
angsuron/ pelunasan.

] F"fr_rnuhunan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2], harus
diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerie sebelum jatuh
tempo  pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti vang mendukung
permohonan, scria .

a. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon unmk diangsur, masa angsuran,
dan besarnya angsuran; atau

b. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda Yan jangka waktu
penundaan, '

i) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilampaui dalam hal
Wajib Pajak mengalam: keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak schingga Wajib
Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

i Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (2) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 21

1} Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2] harus memberikan jaminan vang besarnya ditetapkan oleh
Kepulu  Dinas  Pendapatan  kecuali apabila Kepala Dinas Pendapatan

| menganggap tidak periu,

Jaminan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank,

surat/dokumen bukt kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh

pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito,

Wajib Pajak yang mengajukan permuohonan dalam jangka waktu yang
melampaui jangks waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat (4)
harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang Pajak vang
dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 22

Angsuran atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 {dua belas)
bulan sejak  ditertatkannya Surat  Keputusan Persetujuan Angsuran
! Pembavaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak vang masih harus
dibavar
Penundaan atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 [dua belas)
bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan Pembayaran -Pajak
untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak vang masih
harus dibayar.

Pasal 23

Besarnya pembaynran angsuran atas utang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 avat (1) ditctapkan dalam jumlah utang pajak untuk tiap
angsurarn.

Besarnva pelunasan atas penundaan utang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 avat (2) ditetapkan sejumlah utang ‘Pﬂjﬂf vang ditunda
pelunasannya. Y

Bunga vang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) atau
penundaan sebagaimana dimaksud pada avat (2} dihitung kerdasarkan =saldo
utang Pajale.
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h Bunga sebagaimana dimaksud pada ayvat (3) ditegih dengan menerbitkan
STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan atau
pada tanggal pembavaran,

B Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3] tidak dikenakan terhadap
angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 24

l) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan
oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a,
dalam jangka waktu 14 (empat belas hari] hari kerja setelah tanggal
diterimanya permohonan secara lengkap diterbitkan Surat Keputusan.

1| Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berupa :

a. menyvetujui jumlah angsuran pajak dan/stau masa angsuran atau lamanya
penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menvetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanva
penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan ; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

8| Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana

dimaksud pada avat (1) telah terlampaui dan rtidak diterbitkan

suatu keputusan, pernfohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib

Pajak dan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus

diterbitkan paling lama 10 (sepuluh] han kerja setelah jangka waktu 14 (empat

belas) hari kerja tersebut berakhir

Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Pejabat yang

diturjuk menerbitkan Suratl Keputusan Perselujuan Angsuran Pembayaran

Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayeran Pajak.

Bl Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada avat

(2) hurul ¢, Bupat: atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan

Penolakan Angsuran/Penundaan Pembavaran Pajak.

Pasal 25

| Dalam hal terhadap Wajib Pajak vang sedang mengajukan permohonan untuk
mengangsur atau  menunda pembayaran  Pajak  diterbitkan  SKPDLB
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan
bunga tersebut terlclnh dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak vang
belum diangsur atau vang ditunda pembayarannya sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pajak daerah.

Dalam hal besamya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan

bunga lebih kecil dan utang Pajak vang belum diangsur, besarnva angsuran

dari s1sa utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan ;

a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dan jumlah setiap
angsuran yang lelah disetujul; dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsJran vang ltlﬂ.h
disetujui.

Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimans

dimaksud pada ayat (2} dilakukan dengan :

a. memberitahukan kepada Wajib Pajak tentanpg pemindahbukuan/
pembayaran dan perubahan saldo utang Pajak serta p. -mintaan usulan
perubahan angsuran;

'b. Wajib Pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama

. 10 {sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surag E::-nntah Membavar

Kelebihan Pajak (SPMKP). v
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¢. menerbitkan Surat Kepulusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak
yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan
Angsuran Pembayaran sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan
oleh Wajib Pajak paling lama 10 (scpuluh) hari kerja sejak tanggal
diterimanya usulan Wajib Pajak.

| Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada avat (3]

huruf b Bupati atau Prjabat yang ditunjuk tidak menerima usulan perubahan

angsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yvang - ditunjuk dapat

menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak

dengan:

a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa
angsuran, dan

b. masa angsuran adalah sisa maea angsuran yang disetujul,

B Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan
Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya,

{6 Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan
bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak vang ditunda, Wajib
Pajak tetap melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan
jangka waktu penundaan.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

1] Bupati atau Pejabat vang ditunjuk dapat menerbitkan STPD Jika SPPT atau

SKPD udak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.

Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo maka

diterbitkan surat teguran.

3 Burat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2} sebagai awal

. tndakan pelaksanaan penagihan  Pajak, dikeluarkan 7 {tujuh) hari kerja

- sejak saat jatuh tempo pembayaran STPD/ Keputusan Pembetulan / Keputusan

. Keberatan; Putusan Banding.

| Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) heri kerja seteah tanggal Surat

Teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang,

o) STPD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2)

dengan  bentuk/format sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran VI
Peraturan ini.

Pagal 27

L

_A.pabiia jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangksa
t'u sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, jumlah Pajak vang harus

Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk [format
Almana tercantum dalam Lampiran VI Peraturar ini.

Pasal 28 ‘: |

Apabila Pﬂdak yang harus dibavar tidak dilunasi dalam jnnE'].r.l.a ﬁ-nktu 2 x 249
idua kali dua puluh empat) jam sesudah langial pemberitahuan Surat Paksa
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diterima Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat vang ditunjuk segera menerbitkan
Surat Perintah Meloksanakan Penyitaan,

) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Jurusita
Pajak Daerah.

Pasal 29

1) Apabila  utang yeng masih harus dibavar tidak dilunasi setelah lewat
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera

. dilaksanakan pengumuman lelang,

Bl Apabila utang pajak vang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang maka Segern
dilakukan penjualan barang sitaan melalui kantor lelang.

3} Penjualan barang sitann vang dikecualikan dari penjualan lelang dapat
dilakukan apabila utang dan biava penagihannya vang masih harus dibayar
tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 {empat belas) hari =ejak tanggal
pelaksanaan penvitaan maka segera dilakukan penjualan, penggunaan,
dan/atau pemindahbukuan barang sitaan.

Pasal 30

1) Jurusita Pajak Dacrah melaksanakan Penagihan Seketika dau Sekaligus tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Swat Perinwh
Penagihan Seketika dan Sekaligus vang diterbitkan oleh Pejabat pada Dinas
Pendapatan apabila
. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

atau bermat untuk itu.

b. penanggung Pajak memindahtangankan barang vang dimiliki atau vang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atad
melakukan perubahan bentuk lainnya.

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara- atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak_oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.

| Surat Perintah Penagihan Seketika dan  Sekaligus sekurang-kurangnya
memuat :

4. nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b. besarnya utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. waktu pelunasan pajak.

Penerbitan Surat Perintah Penagihan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
| oleh Pejabat pada Dinas Pendapatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut !

@, diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembavaran;

b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran:

c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu] har sejak Surat

Teguran diterbitkan; atau

d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa
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BAB VIII

TA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD, STPD
ATAU SKPDLE YANG TIDAK BENAR

Pazal 31

Atas permohonan Wajib Pajak atau kuasanya Bupati ac'u Pejabat yang
ditunjuk dapat:

‘A mengurangi  atau menghapuskan sanski  administratif Pajak  berupa

bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak
atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurang! atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB vang
bdak benar

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratifl scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurul a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif vang

tercantum dalam:

a. SKPD; dan

b. STPD;

Pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada

‘avat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:

.i

E
r

2. luas objek pajak;

b. NJOP, dan/atau

€. penalsiran peraturan perundang-undangan pada SPPT, SKPD,STPD atau
SKPDLB

Pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1] hurul b dapat dilakukan apabila adanya kekeliruan dalam penclapan SPPT,

SKPD, STPD atau SKPDLB terscbut yang seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 32

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 avat (1) huruf a harus

memenuhi persyaratnn sebagai berikut :

a. 1 {satu) permohonan untuk 1 (satw) SKPD atau STPD;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau
penghapusan disertai alasan yang rmendukung permohonannya,;

c. melampirkan fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif;

d. Wajib Pajak udak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun

tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut
keberatannya atas SKPD, dalam  hal vyeang diajukan permohonan
pengurangan atau penghapusan adalah sanks: administratif yang tercantum
dalam SKPD;

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, meneajukan keberatan namun
tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut
keberatannya atas SPPT atau SKPD vang terkait dengan dengan STPD, dalam
hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah
sanksi administrati{ yang tercantum dalam STPD;

[. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar vang
menjadi dasar penghitungan sanksi administratf{ yang tercantum dalam
SKPD atau STPD; dan i ey

g surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan -dalam hal surat
permononan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat .permohonan
tersebut harus dilampin dengan surat kuasa, -
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rmohonan pengurangan atau penghapusan sanski administraul yang tidek
menuhi persyvaratan scbagaimana dimaksud pada ayvat (1), dianggap bukan
bagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib
jak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang
ndasari dalam jongka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak

rmohonan terscbut diterima.
Pazal 33

honan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau 3SKPDLB sebagaimana
imaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan

1 {satu) permohonan untuk 1 (satu} SPPT, SKPD, STPD atau SKPLLE,
terkecuali pemohon secarakolektif,

.diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besarmya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang

mendukung permohonannya;
c. dilampiri ashi 3PPT, SKPD, STPD atau SKPDLB vang dimohonkan

pengurangan,

d. Wajib Pajak vang telah  mengajukan keberatan namun  tidak
dipertimbangkan atas SPPT, SKPD atau SKPDLB meka permohonan
pengurangan tdak dapat digantikan;

e. Wajib Pajak ndeak mengajukan keberatan atau meneajukan keberatan

. namun tidak dipertimbangkan atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan

i STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; dan

{. sural permohonan  ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan bilamana
diajukan aoleh kuasanya harus dilampri dengan surat kuasa,

ajih Pajak vang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya

tersebut, lidak termasuk pengertian Wajib Pajak vang tlidak mengajukan

Keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf d dan huruf e

'F ohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB vang tidak

memenuhi persvaratan scbagaimana dimaksud pada avat [2), dianggap bukan

sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib

Pajak atau kuasanyva diberitahukan secara tertulis disertai alasannya dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima

Pasal 34

Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau -SKPDLB  sebagaimana

imaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diajukan secara perseorangan,

cuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

_ phonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana

dimaksud pada avat (1) harus memenuhi persyaratan :

R, 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;

. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencanturhkan
- alasan yang mendukung permohonannva;

€ melampirkan asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLE vang dimohonkan

' pembatalan; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal aurat

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan

tersehut harus dilampiri dengan surat kuasa.

phonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektfl sebagaimana

imaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

b 1 (satu] permohonan untuk beberapa SPPT Tahun ;Pajak vang sama
dengan pajak yang terutang unwmk setiap SPPT ‘Pallifg banyak Rp

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Yo

b. mengajukan  secara  tertulis  dalam  Bahasa  InHonésia  dengan

mencantumkan alasan yang mendukung permshonannva;
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- melampirkan asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan

- diajukan melalui Kepaia Desa/Lurah setempat.

rmohonan  pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB  secara
rseorangan yang ticlak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
eyat (2], dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tdak dapat
ipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara
rtulis disertal alaszan yvang mendasari dalam jangka waktu paling lama |
{satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima. :

Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenubh;
persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai
permohonan schingea ddak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala
Desa/Lurah setempat diberitahukan secarz lertulis disertai alasan yang
mendasari dalam jangka waktu paling lama | (satu) bulan terhitung sejak
permohonan diterima

Pazal 35

Permohonan sebagaimana dimaksud-dalam Pasal 34 ayat (1) dapat diajukan
oleh Wanlb Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

Dalam hal Wajib Pajak miengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut
harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
langgal penginman surat keputusan atas permohonan yang pertama.
h‘Ptrrnuhcrnan kedua sebagaimana dimaksud pada syat (2) harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 33,
Permohonan kedua wvang diajukan melampaui jangka waktu scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan scbagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan
secars tertulis disertai alasan yang mendasari, dalam jangka waktu paling
lama 1 {satu) bulan terhitung sejak permohnnan tersebut diterima.

Pasal 36

‘Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu palin;, lama & (enam)
bulan sejak tangpal diterimanya permohonan, harus memberikan suntu
keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35,

Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayatl (1]
telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu
keputusan, permohonan yang diajukan oleh Waijib Pajak dianggap dikabulkan
dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan vang diajukan.

Pasal 37

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat {1) dapat berupa
mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib

ajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala
inas Pendapatan mengenai alasan yang menjadi dasar untuk mengabulkan
luruhnys atau sebagian dan menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana

fimaksud pada avat (1).
pati atau Pejabat vang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas

permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada avat B <

L]
1
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BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK
Pasal 38

gurangan ketetapan Pajak terutang dapat diberikan berdasarkan:

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak; atau

. kondisi tertentu objek Pajak.

imbangan kemampuan membayar Wajib Pajak scbagaimana dimaksud

aayat (1) huruf a untuk:

Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1| objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang veleran pejuang
kemerderkaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa
bintang gerilya, atau janda/dudanya;

) objek Pajak vang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya
semata-mate berasal dan  pensiunan, PNS, TNI, POLRI sehingga
kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi.

2] objek Pajak vang Wajib Pajaknya orang pribadi van, berpenghasilan
rendah dan dikategorikan miskin sehingga kewajiban Pajaknya sulit
dipenuhi; dan/atau

4) objek Pajak vang Wajib Pajaknya orang pribadi vang Nilai Jual Objek
Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan
dan dampak positifl pembangunan;

. Wajib Pajak badan meliputi;

objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajih Pajak badan vang mengalami

kerugian dan  kesulitan  likuiditas pada Tahun Pajak scbelumnva

sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin,

disi tertentu obick Pajak sebagaimana dimaksud pada avat {1} hurufl b

alah:

dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yvang luar

biaza meliput:

1) bencana yang diakibatkan oleh penistiwa atau serangkaiarn peristiwa
yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

£] sebab lain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penvakat
tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman, .

objek Pajak pads tanah pertanian, jalur hiyjau, kawasan limitasi dan

wilayah tertentu vang ditetapkan oleh Bupat,

jek Pajak pada tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada avat (3]

ruf b adalah -

tanah pertanian lahan sawah, meliputi :

1) lahan sawah irigasi, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya
berasal dari air irigasi: dan '

2} lahan sawah tadah hujan, adalah lahan sawah vang sumber air
utamanya berasal dari curah hujan.

tanah pertanian bukan sawah, meliputi

1) tegal/kebun, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) vang ditanami
tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar
rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah;

4] ladang/huma, adalah lahan bukan sawah {lahan kering) yang biasanva
ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya .semusim atau
dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudahtigak subur lag
(berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa®tabhun kemudian
akan dikerjakan kembali jika sudah subur- N, A
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3} perkebunan, adalah lahan vang ditanami tanaman perkebunan/industri
seperti. karet, kelapa, kop, teh, dan sebagaminya baik vang diusahakan
nleh rakyat/rumah tangga ataupun perusahaan perkebunan vang berada
dalam wilayah kecamatan;

| 4) lahan yvang ditanami pohon/hutan rakyat, adalah lahan ini meliputi

lahan vang ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat  ermasuk bambu,

sengen dan angsana, baik yang tumbuh sendin maupun yang sengaja
ditanami misalnya semak-semak dan pohon-pohen vyang hasil
uramanya kayu. Kemunghkinan lahan ini juga ditanami tanaman bahan

! makanan seperh padi atau palawija, tetapt tanaman utamanya adalah

' bambu/kavu-kayuan;
5| padang penggembalaan /padang rumput, adalah lahan yang khusus

digunakan untuk penggembaiaan ternak. Lahan yang sementara tidak
diusahakan {diharkan kosong lebih dari 1 (satu) tahun dan kurang dan 2
[dua] tahun] tdak danggap secbagai lahan penggembalaan/padang
rumput meskipun ada hewan vang digembalakan disana;

Bl lahan vang sementara tidak diusahakan, adalah lahan pertanian bukan
sawah vang udak ditanami apapun letnh dan 1 (satu) tahun tetap
kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun, Lahan sawah yang tidak
ditansami apapun lebih dari 2 (dus) tahun digolongkan menjadi lahan
pertaruan bukan sawah vang sementara tidak diusahakan.

Objek Pajak jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf b adalah
bagian dari Ruang Terbuka Hijau vang ditetapkan olenh Pemerintah Daerah
baik itu ruang-ruang di dalam kota atau wilayah vang lebih luas baik dalam
bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur vang
dalam penggunaannva lebih bersifat terbuka vang pada dasarnya tanpa
bangunan.

Objek Pajak kawazan limitasi sebagaimans dinaksud pada ayvet [3) hural b

adalah kawasan vang tidak dapat dikembangkan sama sckali vang memiliki

ratio tutupan lahan sama dengan 0 % (nol persen) sehingga tidak boleh ada
bangunan di dalam kawasan ini,

Objek Pajak wilayvah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana

dimaksud pada avat (3) huruf b adalah wilavah dalam Daerah yang ditetapkan

oleh Bupati untuk mendapatkan pengurangan Pajak.

Objek Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau dan kawasan limitas:

Bebagaimana dimaksud pada avat (4], ayat (5], dan ayvat (6] dapat diberikan

Pengurangan scpanjang seutuhnya dipergunakan sesual  dengan

peruntukkanya.

Pasal 34

Pengurangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diberikan kepada Wajib
Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum da'am SPPT dan/atau SKPD,
Pajak yang teruting vang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksod
pada avat (1) adaleh pokok Pajak ditambah dengan sanksi administratif.

S8KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} vang telah diberikan pEnEUrangan
tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif,

Pasal 40

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat diberikan
paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak vangterumng.
Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) “disttapkan dengan
keputusan Bupati i

L ] s
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Pasal 41

rangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 avat (2) huruf a dan
b dan Pasal 38 ayat (3) hurul a dapat diberikan berdasarkan

ohonan Wajib Pajak
gurangan scbapgaimana dimaksud dalam Pasal 38 avat (2) huruf b dapat

rikan berdasarkan Keputusan Bupati. -
cohonan Pengurangan Pajak sebagaimana dimeksud pada avat (1) dapat

miukan secara:
perseporangan, untuk Pajak vang terutang yang tercantum dalam SKPD;

atau
perseorangan atau kolektif, untuk Pajak vang terutang yang tercantum

dalam SPPT.

Pasal 42
ohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan  harus

nulu persyaratan:

1 {satu) permohonan untuk 1 {satu) SPPT atau SKPD;

diagjulan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan

besarny persentase Pengurangan vang dimohon disertal alasan yang jelas

dilampir fotokopt SPPT atau SKPD vang dimohonkan Pengurangan,

. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuar

sebapal berikut:
1} Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk:

a)] Wajib Pajak Badan; atau
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak vang terutang lebih banyak
; dar Rp. 2.000.000,00 ([dua juta rupiahyj,

2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wapb
Pajuk orang pribadi dengan Pajak yang terutang paling banyak
Rp.2.000.000,00 [dua juta rumah);

diajukan dalam jangka waktu:

1} 3 {tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 3SPPT,

2} 1 [satu] bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPL;

3 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diternimanya Sural Reputusan
Keberatan;

. 4] 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal teadinys bencana

5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar
hiass, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena |-adaan di luar

. kekuasaannyva, =
tidak memiliki tunggakan Tahun Pajak scbelumnya atas objek pajak vang
dimochonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana

atau sebab lain vang luar biasa; ]
tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD vang dimohonkan

Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Sural
utusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud ndak

diajukan Banding,
ohonan Pengurangan yvang diajukan secara kolektif harus memenuhi

SrSYATaLan:; S s
1 {satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Paak Vanfr sama,
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan

besarnva persentase Pengurangan vang dimohon disertai Eﬂfﬂq‘iﬁ vang jelas;

alam; atawu




¢. diajukan kepada Bupati atau Pejabat vang disunjuk melalu
Il pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau

pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan; atau
2] Kepala Desa/Lurah setempat;
d. dilampini fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
e. dinjukan dalam jangka waktu:
1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT:
2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangeal terjadinya bencana alam; atau
3 4 (tuga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yvang iuar
biasa,
f. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak
vang dimochonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena

bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan

Pasal 43

Permohonan Pengurangan secara perscorangan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 avat (1) dianggap bukan
sebagal permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Permohonan Pengurangan secara kolektil yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2] dianggap bukan sebaga
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam hal permchonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
tanggal permahonan tersebut diterima, harus membentahukan secara tertulis

diserta: alasan yang mendasari kepada:
a. Wajib Pajak wstau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara

PeErseorangart; alal
b. pengurus LVRI set*mpat, pengurus organisasi terkait lainnva, atau Kepaia
Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif,
Permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat {2, Wajib Pajak masih dapat mengajukan

{S—r—_

permohonan  Pengurangan kembali sepanjang memenuhi  persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat {2}, atau ayat [3).
Pasal 44
vang ditunjuk berwenang memberikan  keputusan

‘Bupati atau Pejubat

atas permohonan Pengurangan Pajak vang terutlang.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berupa mengabulkan

seluruhnya atau scbagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak,
Keputusan sebagsimana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan berdasarkan hasil

penehuan oleh Tim Penilan PBB-P2 Daerah.
Wajib Pajak yang telah diberikan suatu  keputusan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan
Pengurangan untuk SPPT atau SKPD vang sama.

Pasal 45

‘Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka w&hlu_%mg lama 6 |(enam)
‘bulan terhitung scjak tanggal diterimanya permohonan Péngurangan, harus
‘memberi suaty keputusan atas permohonan Pengumngﬂn_“ '.-

‘Tanggal diterimanya permohonan Pengurangai scbagaimaha dimaksud pada

‘dyat (1) adalah:
A tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan

il



pecara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Dinas
Pendapartan atau petugas vang ditunjuk; atau

tangen! tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan, dalam hal
disampaikan melalui pos dengan bukti penginman surat.

pabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayvat (1) telah terlampaw
n kepurusan belum  diterbitkan, permichonan Pengurangan dianggap
gabullan, dan diterbitkan keputusan scsuai dengan permohonan Wajib
jak dalam janghka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung scjak jangka
ktu dimaksud berakhir

BAB X
TATA CARA PENGHAPUEAN PIUTANG PAJAK

Pasal 46

ng lingkup Penghapusan Piutang Pajak dalam Peraturan i mehputi
mjiban pokok Pajak, bunga danjatau denda administratif yang tertunggak
i dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah
ntum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat
utusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghepusan Sanksi
ministratif,
mghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1] berupa
nga dan/atau dends apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak munghkin
agih lagi karena:
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
mlavupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluarsa akan tetaps
jutang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin aitagih lag.
ang Pajak vang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana
aksud pada aval (2] adalah :
mjib Pajak/penangeung Pajak meninggal duma  dengan tidak
meninggalkan harta wansan dan tidak mempunya ahli wans;
wajib Pajak/penanzgung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi,
wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan
pengadilan, dan dan hasil penjualan harta tidak mencukup untuk
melunasl utang Pajaknya;
b wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena !
1} wapb Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan bdak mungkin
diketermukan  lagt berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala
Lingkungar./ Dusun mengetahui kepala Desa /Lurah;
2) wajib  Pajak/penanggung Pajak meninggalkan  Indonesia keluhr
neger:  untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dan Kepala
Lingkungan / Dusun mengetahui Kepala Des=a/Lurah.
it Pajak/penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi scbagaimana
paksud pada ayat (3] hurul d dibuatkan berita acara pemerniksaan dan
gmumkan di Kantor Kelurahan/Desa setempat selama i4 (empat belas) han

r-
iy,
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Pasal 47

Piutang Pajak sebngaimana dimaksud dalam Pasal 4/ avat (1) terlehih dakulu
ditatausahakan sebagai piutang Pajak dan telah dilakukan upaya tindakan
penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piutang Pajak yvang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapt
belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b
terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan
Piutang Pajak.

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) tidak dilakukan
lag: tindakan penagihan,

Pasal 48

Pada sctiap akhir Tahun takwim, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas
Pendapatan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan
Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala Dinas
Pendapatan
Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan
Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat !

A, nama wajib pajek dan penanggung pajak;

b. alamat wajib pajak/penanggung pajak;

€. MNomor Objek Pajak (NOP);

d. tahun pajak;

e. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau vang akan

dicadangkan untuk dihapus,;

tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan

alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.

Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh ;

8. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000.,00 {lima miliar
rupiah); dan

b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah untuk
jumlah lebih dari  Rp.5.000.000.000,00 (ima miliar rupiah)

m

Pasal 49

{Kepala Dinas Pendapatan setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan
dan Daftar Cadangan Piutang Pajak segera membentuk  Tim untuk
melakukan penelitian.

Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupat

Dalam hal tertentu Kepala Dinas Pendapatan dapat memerintahkan Penyvidik
Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah untuk
mendamping Tim.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah VAN
diterbitkan Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 50

asil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam P.al 49  ayat (1)
isampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dalam bentak. lagoran.
ran sebagaimana dimaksud pads avat (1) ﬁekumng-}{t‘ﬁ'hﬁgﬁ}ﬁ memuat :
. nama wajib Pajak dan penanggung Pajak; '
alamat wajib Pajak /penanggung Pajak,
.+ Nomaor Objek Pajak (NOP),
‘d. Nomor dan tangeal SPPT/SKPD/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat

L



Reputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, penghapusan sanksi
administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda:

tahun Pajak;

i besarnya piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yvang akan dicanangkan
untuk dihapus;

tindakan Penagihan vang pernah dilakukan:

1. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan

keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian laparngan,

Pasnl 51

dasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak vang telah dilakukan
eenelitian, Kepala Dinas Pendapatan mengajukan permohonan penghapusan
disertai pertimbangan kepada Bupati

ghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
gan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Ke e Dinas  Pendapatan menyvampaikan petikan  Keputusan DBupati
pagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) kepada kepala Bidang Akuntas:

Padan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dan Kepala Bidang PBB dan

PBPHTE pada Dinas Pendapatan.

Fetikan Keputusan Bupati sebagaiman dimaksud padsa ayal (1) oleh Kepala

(Bidang PBH dan BPHTE pada Dinas Pendapatan sepera mengadministrasikan

dan menghapus piutang Pajak dari daftar piutang Pajak daerah.

BARB XI
HEBERATAN DAN BANDING
Pasal 53

8jib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal -

b wajib  Pajak berpendapat bahwa luas objeck Pajak atau NJOP tidak
~ sebagaimana mestinya, dan/atay

b, terdapat perbedaan penafsiran peraturan Pajak.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat diajukan kepada Bupats
tmelalui Dinas Pendapaian secara:

. perscorangan atau kolektif untuk SPPT: aray

b. perscorangan untuk SKPD,

Pasal 54

Pengajuan Keberatan secara perscorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 ayat (2) huruf a harus memenuhi persvaratan -

‘8. satu Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD:

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indaonesia;

't. diajukan kepada Bupati atau Pejabat vang ditunjuk;

#d. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan:

. dikemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut penghitungan wajib
Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keperatannya;
digjukan dalam jangka wakt 3 {tiga) bulan sejak tamggal diterimanya
SPPT atau SKPD, kecuali apabila wagib pajak atau kufsanya dapat
menunjukkan baliwa jangka waktu itu tidak dapat tlipenuhi karena
keadaan diluar kel rasaannya; dan

R surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat
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keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajuk :

1} harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk wanb pajak orang
pribadi dengan pajak yang terutang lebih banyak dari Rp.2.000.000,00
([dua juta rupiah) atau wajib pajak badan; atau

2} harus dilampin dengan surat kuasa untuk waib pajak orang pribadi
dengan pajak vang terutang paling banvak Rp.2.000.000.00 (dua juta
rupiahl.

Pengajuan Keberatan sccara kolektil sebagaimana dimaksud-dalam Pasal 53

ayat {£] huruf b harus memenuhi persyaratan :

a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun pajak vang sama;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

c. pajak yang terutang untuk sctiap SPPT paling banvak Rp.200.000,00 (dua
ratus ribu rupah);

d. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk:

e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;

[. dilampiri SPPT yvang diajukan keberatan:

g mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan wajib
pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya,
dan

h. diajukan dalam jungka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya
SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat
dapnt menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar keliuasannya.

Pasal 55

Tanggal penerimaan Surat Keberatan vang dijad.kan dasar ur.tuk MEeMmproses

Surat Keberatan adalah -

@, tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung
eleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah
atau petugas lain yvang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalam hal disampaikan melalui
pos dengan bukt pengiriman surat

Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2) huruf g, pengajuan

Keberatan disertai dengan :

a. fotokopi identiias wajib pajak dan fotokopi identitas kuasa wajib pajak
dalam hal dikuasakan;

b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;

c. fotokom [jin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau

d. fotokopi bukt pendukung lainnya

Pasal 56 .

‘Pengajuan  Keberatan yang tidak memenuhi persvaratan sebagaimana
‘dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) atau avat (2], dianggap bukan scbagai Surat
Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan schagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat vang ditunjuk dalam
jangka waktu paling lama 10 {sepuluh) hari kerja sejak tanggal penérimaan
surat Keberatan harus memberitahukan secara tertulis disertar  alasan
yang mendasan kepada ¢ R

8. wa)ib pajak atau kuasanva dalam hal pengajuan™~ Keberatan secars

Perstorangan; altau 5 i
b. Kepala Desa/lurah setempat dalam hal pengajuan: keberatan
secara kolektif, A

‘Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat d:pertimbangkan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak masih dapal mengajukan Keberatan
kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 54 aval (1) huruf [ dan ayat {2) huruf h

Pasal 57

Intuk  keperluan  pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta
clerangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan
Bjak vang terutang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

langka waktu pemberian keterangan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
filas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat [2) tidak
penunda jangka wakiu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam
fasal 54 ayat (1) huruf  dan ayat (2) hurul h.

Pnsal 58

beratan dapat  diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling
dikit sejumlah vang telah disetujui Wajib Pajak.

bayvaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila adanya kesesunian
biek pajak dan NJOP dan penafsiran peraturan pajak.

Pasal 50

pupatt berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan Keberatan dalam
Pajak vang terutang lebih banyak dari Rp. | 200.000.000,00 (satu miliar
me ratus juta rupiah)

tpala Dinas Pendapatan vang ditunjuk berwenang memberikan Keputusan
a8 pengajuan Keberatan dalam hal Pajak yang terutang paling banyak
ip. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
enunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (€] ditetapkan dengan
putusan Bupati.

eputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2]
sietapkan berdasarlan hasil penelitian Admimiatrasi dan apahila diperlukan
Bpat dilanjutkan dengan penelitian lapangan,
elitian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan SUrat
Bgas dan hasilnya diluangkan dalam laporan hasil penelitian, :
am hal dilakukan penelitian di lapangan, Pejabat pada Dinas Pendapatan
ebih dahulu memberitahukan secara tertulis wakty pelaksanaan kepada
ajib Pajak.

Pasal /1

lpati atau Pejabat vang ditunjuk dalam jangka wakiu 3 (tiga} bulan terhitung
' tanggal penerimaan  surat Keberatan menctapkan Keputusan atas
mgajuan Keberatan g

putusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa
merima  seluruhnya atau sebagian, menolak  atau menamb esarnya
mlah Pajak vang terutang, =

bila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada avat (1) telah terlampaul
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n Keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan
diterbitkan Keputusan sesual dengan pengajuan Wajlb Pajak dalam
gka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka wakiu
fimaksud bherekhir

Jalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT
jlau SKPD, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT atau SKPD baru
prdasarkan Keputusan Keberatan tanpa merubah =saat jatubh  tempo
embayaran,

8PPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat :4i tidak bisa
fisjukan Keberatan.

Pasal 62

jangka waktu 12 (dua belas) bulan Keputusan sebagaimana dimaksud
m Pasal 61 avat (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau
jelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan

Pasal &3

ib Pajak dapat mengajukan permochonan banding hanya kepada Pengadilan
terhadap Keputusan mengenar keberatannya vang ditetapkan oleh Bupat
0 Pejabat vang ditunjuk

BAB XTI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal A

Kelebihan pembavyaran Pajak tenadi apabila:

a, pajak yvang dibayar rternyata lebih besar dan vang seharusnva terutang;

b. dilakukan pembavaran payak yang tdak seharusnya terutang kKarena
LH..' celiruan Pt reli Hpan

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan xepada Bupatt melalur kepala

Dinas Pendapatan Daerah untuk pengembalian kelebihan pembavaran pajak.

M Formulir permchonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dengan

bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati

in.

Pasal 65

l} Permohonan sebagaimana dimaksud da'am Pasal 64 ayat (2) harus mt:mtnuh
persvaratan,
i. permohonan diiajukan sccara tertulis dalam Bahasa [Indoncsia dtngan
mencantumkan besarnya kelebihan pembavaran pajak;
b. permohonan  dilampiri  fotokopi SPPT, SKPD, S8STPD dan bukti
pembayvaran pajak yang sah;
c. sural permohonan ditandatangam oleh Wajilh Pajak, dan dalam hal
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut ¢
1] surat permohonan haras dilammr dengan surat kuasa, . ntuk
a). wajib Pajak badan; atau
b). wajib Pajak orang pribadi dengan kelebiban psmbayaran Pajak
menurut Wajnb Pajak paling sedikit Rp. 2.000.000,00 fd‘tl.a juta) rupiah,
2] surat permohonan harus dilampin dengan surat kudsa, antulk Wajib
Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran Pajik ohEnurat Wanb
Pajak paling banyvak Rp.2.000.000.00 (dua juta) rupials. =
Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana
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dimaksud pada avat (1) dianggap bukan scbagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbanghkan,

Pasal 66

Bupati atau Pejabat vang ditunjuk memberi keputusan atas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas] harisejak tanggal diterimanva permohonan, *

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat {1} telah lewat
dan Bupati atau Pejabat vang ditunjuk tidak memberi suatu Keputusan,
permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan
diterbitkan keputusan sesuni dengan permohonan yang diajukan,

Apabila Wajb Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembavaran
pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak
dimaksuid,

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak Jdilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbizkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Pengembalian kelebihan pembayaran scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
mengikuti tata cara pengelolaan keuangan daerah.

Formulir SKPDLB scbagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan

I,

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

tran Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ti i1 dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Banggai
Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal & APH1L g4
BUPATI BANGGAI,

M. SOFHIAN MILE

angkan di Luwuk
tanggal & APRIL 005
ARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

LABELO. SH, M.Si
ina Utama Madya o o
195901 161985031014 =

TA DAERAH KABUPATEN BANGGAL TAHUN (1, NOMOR %,
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